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Governance

• Rambu: Struktur, Sistem, Peraturan, 
Prosedur, dan Prinsip,

• Mengarahkan & mengendalikan organ 
(perusahaan/lembaga),

• Meningkatkan nilai tambah dengan juga 
memperhatikan stakeholder,

• Sesuai peraturan perundangan dan 
norma yang berlaku.
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Masalah BUMN
• Kinerja BUMN belum optimal;

• Terlalu besar intervensi pihak ketiga;

• Meski berbadan hukum PT, tidak selincah 
PT swasta;

• Pelaksanaan PSO belum sesuai dengan 
prinsip Good Governance;

• Penerapan Good Governance belum
efektif.
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Dimensi Strategis
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� BUMN memiliki stakeholder yang lebih
kompleks

Kekuatan politik (parpol)
Parlemen
Birokrasi – pemerintah

� Penerapan Good Governance 
Mencakup dimensi teknis (BUMN sebagai
korporasi) � GCG
Dimensi strategis (BUMN sebagai bagian
dari entitas politis) � GPG
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� BUMN berperan sentral dalam perekonomian� amanat 
UUD 1945 Pasal 33. 

� Keberadaan BUMN menyangkut hajat hidup orang banyak 
� mengemban ”misi sosial”. 

Menimbulkan moral hazard � memobilisasi BUMN demi 
kepentingan kelompok tertentu
BUMN tidak bisa bekerja secara optimal & profesional.

� Kurang komitmen: 
Perubahan  Ditjen → Meneg → Ditjen → Meneg BUMN
Pergantian Meneg BUMN (selama 10 th → 6 Meneg BUMN).

� Tugas utama Meneg BUMN 
Restrukturisasi 
Profitisasi 
Privatisasi

� Prasyaratnya � debirokratisasi dan depolitisasi

Dimensi Strategis (konstitusional & politis)



Tiga Proses: Political Insulation, Clear Objective & GCG

Political
Insulation

(Public 
Governance)

Good Corporate
Governance
- Transparansi
-Akuntabilitas
-Responsibilitas
-Independensi
-Fairness

Clear objective
-Profit making

(PT)
-Public Service 

Obligation 
(PSO)
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Orientasi pada Kinerja & Daya Saing

Ownership
structure
(SOEs)

Professional Management & 
competence CEO and people

Kinerja & Daya 
Saing

Good Public Governance (GPG) 
- Demokrasi
-Akuntabilitas
-Budaya hukum
-Kewajaran dan kesetaraan

Good Corporate Governance (GCG) 
- Transparansi
-Akuntabilitas
-Responsibilitas
-Independensi
-Kewajaran dan kesetaraan
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Pemerintah (Menteri Negara BUMN) –
Sebagai RUPS

Dewan 
Komisaris Direksi & 

Manajemen

Pemerintah (Menteri Negara BUMN) –
Sebagai Pembuat Regulasi

SISTEM GOVERNANCE BUMN

Sumber : Penulis
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MENTERI NEGARA BUMNMENTERI NEGARA BUMN

Biro Perencanaan

dan SDM

Biro Perencanaan

dan SDM

Sekretaris

Kementerian BUMN

Sekretaris

Kementerian BUMN

Deputi

Bidang Usaha

Perbankan dan

Jasa Keuangan

Deputi

Bidang Usaha

Perbankan dan

Jasa Keuangan

Deputi

Bidang Usaha

Jasa Lainnya

Deputi

Bidang Usaha

Jasa Lainnya

Deputi

Bidang Usaha

Logistik dan

Pariwisata

Deputi

Bidang Usaha

Logistik dan

Pariwisata

Deputi

Bidang Usaha

Agro Industri,

Kehutanan, Kertas,

Percetakan dan

Penerbitan

Deputi

Bidang Usaha

Agro Industri,

Kehutanan, Kertas,

Percetakan dan

Penerbitan

Deputi

Bidang Usaha

Pertambangan,

Industri Strategis,

Energi dan

Telekomunikasi

Deputi

Bidang Usaha

Pertambangan,

Industri Strategis,

Energi dan

Telekomunikasi

Deputi

Bidang

Restrukturisasi

dan Privatisasi

Deputi

Bidang

Restrukturisasi

dan Privatisasi

Biro Hukum dan

Humas

Biro Hukum dan

Humas InspektoratInspektorat

Staf Ahli

Menteri
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Struktur Saat Ini



MENTERI NEGARA BUMN
(Kepala Badan Kebijakan BUMN)

MENTERI NEGARA BUMN
(Kepala Badan Kebijakan BUMN)

MENTERI NEGARA BUMN

(Kepala Badan Pengelola BUMN)

MENTERI NEGARA BUMN

(Kepala Badan Pengelola BUMN)

Vice President

Pembinaan Korporasi

Vice President

Pembinaan Korporasi
Vice President

Pengembangan Bisnis

Vice President

Pengembangan Bisnis
Vice President

Pendanaan & Investasi

Vice President

Pendanaan & Investasi
Vice President

Restrukturisasi

Vice President

Restrukturisasi

Deputi

Hukum dan

Perundang Undangan

Deputi

Hukum dan

Perundang Undangan

Deputi

Pengelolaan Aset

Deputi

Pengelolaan Aset
Deputi

Pembinaan Operasional

Deputi

Pembinaan Operasional
Deputi

Pelayanan Publik

Deputi

Pelayanan Publik

Executive Director

Holding Comp. 1

Executive Director

Holding Comp. 1
Executive Director

Holding Comp. 11

Executive Director

Holding Comp. 11

Internal Audit & Risk ManagementInternal Audit & Risk Management SEKRETARIS UTAMASEKRETARIS UTAMA
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Struktur Transisi



MENTERI NEGARA BUMN
(Kepala Badan Kebijakan BUMN)

MENTERI NEGARA BUMN
(Kepala Badan Kebijakan BUMN)

Internal Audit & Risk ManagementInternal Audit & Risk Management

Deputi

Hukum dan

Perundang Undangan

Deputi

Hukum dan

Perundang Undangan

Deputi

Pengelolaan Aset

Deputi

Pengelolaan Aset
Deputi

Pembinaan Operasional

Deputi

Pembinaan Operasional
Deputi

Pelayanan Publik

Deputi

Pelayanan Publik

Executive Director

Holding Comp. 1

Executive Director

Holding Comp. 1
Executive Director

Holding Comp. 11

Executive Director

Holding Comp. 11

SEKRETARIS UTAMASEKRETARIS UTAMA

Super Hold. Comp 1 Super Hold. Comp 2 Super Hold. Comp 3 Super Hold. Comp 4 Super Hold. Comp 5
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Struktur Ideal



Langkah Kedepan

� Menegaskan Konsensus Nasional �
menyamakan persepsi.

� Menyepakati platform perubahan
�membangun komitmen
�menyiapkan rambu-rambu

� Melaksanakan secara konsisten dan terukur
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